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Nomor ; /S/XVIII.SMG/05/2019 Kcinuiu YRi.
Lampiran Salu Berkas Biipati Klalcii
Perilial Hasil Pemeriksaaii atas Laporaii di

Keiiangan Penioriiitali Kabupatcn Klalcn
Klaien Taluin Anggaran 2018

Berdasarkan Uridang-UiidangNonior 15'lalnin2004 leiuangPemeriksaaii Pengelolaaiidan
Tanggimg Jawab Keiiangaii Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Taluin 2006 teniang Badnn
Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang tcrkait lainnya. Badan Pemeriksa Kcuangan (BPK)
telali melakiikan pemeriksaaii atas Laporan Keuangan Peiiierintah Kahupaicn Klaien Taliun
Anggaran 2018. yang terdiri dari Neraca, Laporan Rcalisasi Anggaran. Laporan Perubalian Saldo
Anggaran Lebih. Laporan Arus Kas. Laporan Operasional. Laporan Perubalian Ekuitas dan Caiatan
Alas Laporan Keuangan.

Peineriksaan ditujukan umuk ineinberikan opini atas kewajaran penyajiati Laporan
Keuangan Pemeriniali Kabupatcn Klaten dengan menipcrhatikan kcsesuaian laporan kcuangan
dengan Siandar Akuniansi Pemcriiitalian. kecukupaii pengungkapan. kepaiulian terliadap pcraiiiran
periiiidang-undangan dan efektivitas sistein peiigeiidalian intern.

Pokok-pokok basil pemeriksaaii atas Laporan Kcuangan Pemerintah Kabupaten Klaten lA
2018 yang perlu mendapai perhaiian adalali sebagiii berikiit:

1. Opini atas Laporan Kctiaiigan

Berdasarkan pemeriksaaii yang lelali diiakukan, BPK memberikan pendapat "W'ajar
Taiipa Pciigeciialiiin" atas Laporan Keuangan Penierintali Kabupaten Klalcn Taluin
Anggaran 2018.

2. Sislcni Pengeiidaliaii Intern

BPK meneiiiukan adaiiya kelemaiian sistem pengeiidaiiaii intern dulam peiiyusunaii
laporan keuangan. antara lain;

a. Pengendalian rekening pengelolaan kas dan niekaiiisme pembayaran langsung inasili
iemah. dlaiitaranya lerdapal pcncairan gaiida sebesar Rpi.25 Miliar dan keleriambaian
transfer sampai kepada rekening peneriina seiaiiia dua s.d 82 liari;

b. Pengelolaan Pimang Pajak Bumi dan Bniigiinan Perdesaan dan Perkoiaan tidak tertib
sebesar Rp5.50 Millar, dianiaranya tidak lerdapiil realisasi penibayaran pada 17,327 NOP
atas tunggakaii seiiilai Rp5,22 Miliar scjak peralihaii pengelolaan dari Keineiiterian
Keuangan.

Berdasarkan kelemahan lersebut. BPK merekomendasikan Bupati Klaten amara lain
agar iiieinerintalikan kepada:



a. Kepala Diiias Pandidikan unluk nKinyenipiirnakan inekanisme peiicairan timjangan
profesi guru secara laHgsung (SPI'-LS) secara tepat waktu dan lepat jumlah sampai pada
rekening penerima;

b. Kepala DPKD nielaksanakan inventarisasi dan pemuiakliiran data piiiiang PBD-F2
peraiilian dari Keniemerian Kcuaiigan.

3. Kcpiiluhaii Terliadiip Kctenliiaii E'ei atiiran I'eriiiKlang-uiidangaii

BPK juga ineneiniikan adanya ketidakpalulian lerhadap peraturan penindang-
iindangan dalain pengeiolaaii keuangan daerali. aniara lain:

a. Peneiapaii pajak dan reiribusi daerah tidak sesuai keieniuan serta kekurangan peneriinaan
bunga deposilo dianiaranya kekurangan peneiapaii pajak air tanah, kekurangan peiietapan
pajak hiburan dan peneiapaii serta peiiiiingutan reiribusi pelayanan persampahaii tidak
sesuai dengan tarif peraturan daerali;

b. Jaminan pelaksanaan alas pekerjaan Peinaiangan Lalian Gediiiig Pertemuan Biintalan
dengan kontrak sebcsar Ri)3.38 Miliar yaiig tidak selesai dilaksanakan belum dicairkan,

Berdasarkan kelidakpatuhan tcrsebul, BPK iiierekoniendasikan kepada Bupati Klaien
antiira lain agar niemeriiKaiikan kepada:

a. Kepala BPKD iiienelapkun kekurangan Pajak Air Tanali PDAM Tina Mcrapi seiiesar
Rp31.74 Juta dan kekurangan Pajak Hiburan PT SUP sebesar Rp228,97 Juta, Selain itu,
mcmerintalikan Kepala Dinas Pekerjaan Uimiin dan Penataan Ruang memungut retribusi
pelayanan persainpahan berdasarkan larif peraturan daerah;

b. Kepala Disperwaskiin iiienginslruksikan Pejabat Pembuat Komilmen unluk
nieniperlaiiggungiawabkan pencairaii jaminan pelaksanaan dan menyelorkan ke rekening
kas uimini daerah sebcsar Rp 174,58 Juta.

Uimik jclasnya kanii lamplrkan laporan basil pemeriksaan dimaksud. yaitu l.aporan
Hasil Pemeriksaan alas Laporan Keuangan Nomor 61 A/LHP/XV!1],SMG/05/2019. Laporan
Basil Pemeriksaan alas Sistem Pengciidalian Intern Nomor 6IB/LHP/XV]1LSMG/05/20[9, dan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan lerhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor
6IC/LHP/XV[[l.SMG/05/2019masing-masing bertanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahiin 2004, jawaban aiau
penjeiasan kepada BPK tentang tindak ianjiit atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) bari scielah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Alas perhalian dan kerjasamanya. diucapkan terima kasih.
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